PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR ! TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019.2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

p—

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sesuaj Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 {lima) tahun;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194S;

UndangUndang Nomor 2$ Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistein
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran negara Republik Indenesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahtun 2017 Nemor 73, Tambahan LemMwaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nemor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubermur sebagai
Wakil Pemeriiitah Pusal (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 6224);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaiuas:i Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahwt 2017 Nomor 130);

. Peraturan Menteri Dalam Neger:t Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara BEvaluas
Rancangan Peraturan Daerah tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemermtah Daerah (Berta

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



R

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAMN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2019-2023

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

o.

.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya  disebut  Bappeda  adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Previnsi

Sumatera Selatan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalab Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu
tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Perangkat Baerah yang selanjutnya

disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen

perencanaan PD untuk peniode S (lima} tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.



10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya

(2)

(3)

disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

magyarakat.

BAB 11
KEOUDUKAM RPJMD
Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan  pedoman bagi
Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
RPJMD Tahun 2019-2023, disusun berdasarkan visi, misi
dan program pembangunan Kepala Daerah.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi :

a. PD dalam menyusun Renstra-PL};

b.  Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD;

¢.  Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB IlI
SISTEMATIKA RPIJMD

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daesrah ini.

(2} RPJMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB | : Pendahuluan

BAB Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BABIll : Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV ! Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebyakan dan Program

Pembangunan Daecrah

BAB VIl : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Sumatera Selatan

BAB VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan

dan Program Perangkat Daerah

BAB IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
BAB X : Penutup
BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSAMAAN EPIMD
Pasal ¢4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Kepala Bappeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Previnsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2818 (Lembaran

Pacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomer 9)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 Nomor 20} dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah  Provinsi

Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
2 I’)

pada tanggal 22 Mei 2013.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2015,
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 1. '

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (1123 /2019).



